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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN,
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan,
Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

10. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 6);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten  Sumedang Tahun 2018 Nomor 79)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN,
PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DANA DESA
TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

7. Kewenangan ...
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Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan
permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh badan
permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Pemerintah Desa adalah kepala dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,
yang  bersifat  produktif dengan  mengutamakan
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,
mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya
disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang
disebabkan oleh faktor nonalam yaitu COVID 19 yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa
yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan
kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan
dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan
cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya
disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana
Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria
yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah
Desa.

19. SDGs ...
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SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh
merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan,
Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional
yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas
pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten
dan provinsi.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan transmigrasi.

Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan
ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan
ekologi secara berkelanjutan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah
rekening tern pat penylmpanan uang Pemerintahan Desa
yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum
yang ditetapkan.

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut dengan
Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam
rangka memonitoring transaksi dalam sistem
perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan
informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan
berbasis web.

30. Tim ...
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Tim Pembina Kecamatan adalah tim yang melaksanakan
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa di
tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan
Camat.
Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara  Umum  Negara  untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum
Negara.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran
tagihan kepada negara.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji
Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang
bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara  untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berdasarkan SPM.
Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.
BAB II
PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 2
Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan
prinsip:
a. kemanusiaan yaitu pengutamaan hak-hak dasar, harkat

b.

(1)

dan martabat manusia;

keadilan yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan
kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
kebhinekaan yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap
keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai
pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai
kemanusiaan universal,

keseimbangan alam yaitu pengutamaan perawatan bumi
yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
kepentingan nasional yaitu pengutamaan pelaksanaan
kebijakan  strategis nasional untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

Pasal 3
Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh
Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas ...
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(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a.
b.

pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
dan

adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 4

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi
nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2)
huruf a sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa:

a.

pembentukan, pengembangan, dan  revitalisasi
BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata;

penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa
berenergi bersih dan terbarukan; dan

pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola BUM Desa / BUM Desa bersama
untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa
sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b
sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian
SDGs Desa:

a.

pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya,
dan pengembangan  teknologi informasi dan
komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan
untuk pembangunan Desa;

pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan
ekonomi Desa merata;

penguatan ketahanan pangan dan pencegahan
stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa
kelaparan; dan

Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan
perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta
mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya
Desa adaptif.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a.

b.

mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa
Aman COVID-19; dan

mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT
Desa.

Pasal 5

(1) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. non data terpadu kesejahteraan sosial;
b. kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;

c. tidak ...
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c. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan
Sosial Tunai, program bantuan sosial Pemerintah
lainnya, bantuan tunai dan non tunai pemerintah
daerah provinsi, dan bantuan tunai pemerintah daerah
kabupaten; dan/atau

d. mempuyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun /Kkronis.

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani,
BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian
pupuk.

(3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas
per keluarga penerima manfaat.

(4) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan
Januari.

(5) Rincian  keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kelompok pekerjaan
ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

(6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 6
(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan
disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas
Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita
acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan
Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7
(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal
Desa.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan ...
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Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan
Padat Karya Tunai Desa.

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai
pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui
swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui
swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa
dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Desa
dengan kelurahan untuk melaksanakan program
dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.
Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

c. memastikan  prioritas penggunaan Dana Desa
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa;
dan

d.ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan
Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan
masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa.

Pasal 10
Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP
Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. aspirasi masyarakat Desa.
RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Desa.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Publikasi Dan Pelaporan

Paragraf 1
Publikasi

Pasal 11
(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. hasil Musyawarah Desa; dan
b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan,
dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas
Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi
kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 12

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa.

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan
permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan
dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui
Kementerian.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem
informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa
ditetapkan.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap
Daerah  Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan ...
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(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa, dengan rincian:

(4)

1.

40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima paling cepat bulan januari; dan

. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat
bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan
kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa, dengan rincian:

1.

sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bula keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Maret; dan

. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling
cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;

c. tahap Il sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa, dengan rincian:

1.

sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan
bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan

. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling
cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan
paling cepat akhir bulan Nopember bulan
keduabelas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam

2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1.

60% (enam puluh persen) dari pagu Dana desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh paling cepat bulan januari; dan

. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat
bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing-masing  bulan berkenaan untuk bulan
kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II ...
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b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1.

40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan maret; dan

. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan agustus untuk bulan kedelapan dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas,
serta paling cepat akhir bulan November untuk
bulan kedua belas.

Pasal 15

(1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa, Bupati
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara
lengkap dan benar kepada KPA penyaluran dana alokasi
khusus fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat( 4) huruf a angka 1 berupa:

1.

2.
3.

Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:

1.

2.

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

laporan realisaisi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I
yang telah disalurkan;

Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

. berita acara konfirmasi dan rekonsilisasi kumulatif

sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah

Daerah Kabupaten dan kepala KPPN yang berasal

dari:

a. sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai
dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh
Kepala Desa ke RKUD; dan

b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

c. tahap III ...
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tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

1. laporan realisasi pemyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana
Desa tahap Il yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa Tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa untuk Desa
berstatus Desa Mandiri Dalam rangka Penyaluran Dana
Desa, Bupati menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran secara lengkap dan benar kepada  KPA
penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa,
dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1.

2.
3.

Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (5) huruf b angka 1 berupa:

1.

2.

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun angaran sebelumnya;

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan  rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang
telah disalurkan;

. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran sebelumnya;

Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga

penerima manfaat BLT Desa mengenai penetapan

tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

berita acara konfirmasi dan rekonsilisasi kumulatif

sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah

Kabupaten dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai
dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh
Kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam ...
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Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II
tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen
persayaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.

Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan
Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2)
huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa
Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2)
huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib
disampaikan penyaluran tahap I pertama kali.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dokumen  persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (sofcopy) atau
dokumen fisik (hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OMSPAN.

Pasal 16

Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan

kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a angka 2

disalurkan degan ketentuan:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman
jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang
berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan
disalurkan setiap Bupati melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II Untuk BLT Desa

sebagiamana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b

angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan

kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

(3) Penyaluran ...
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Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c
angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.

Perekaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN.
Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang
diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
tahun berkenaan.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tanpa dikuranggi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal tersebut perubahan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan
Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui Aplikasi
OMSPAN Paling lambat tanggal 31 Desember.

Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu tidak dilakasanakan mulai bulan januari,
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk
bulan kesatu sampai bulan yang belum disalurkan dapat
dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

(10)Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah

direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada
bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar
kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11)Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman

(1)

data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 17
Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri,
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5)
huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:

a. memenuhi ...
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a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf a, dan melakukan perekaman
jumlah keluarga bulan untuk penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan
disalurkan setelah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b
angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya.
Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN.
perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas untuk desa berstatus Desa Mandiri
dilakukan paling lambat 31 Desember.
Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun
sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa Tahun berkenaan.
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tanpa dikuranggi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
huruf b angka 4, Bupati menyampaian perubahan dan
Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi
OMSPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari,
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu
sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat
dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa

berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih

besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana

Desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan kedua

belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa

setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a.

(10) Bupati ...
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(10)Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman

data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4).

Pasal 18

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa, secara lengkap dan
benar dengan ketentuan:

a. tahap I berupa :

1. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari
Camat;

2. rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap I; dan

3. Peraturan Desa mengenai APPBDes;

b. tahap II berupa:

1. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari
Camat;

2. rekomendasi penyaluran Dana Desa Tahap II;

3. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim
Pembina Kecamatan;

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan menunjukkan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I
yang telah disalurkan;

6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

7. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai
dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah
Desa; dan

c. tahap III berupa :

1. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari dari
Camat;

2. rekomendasi penyaluran Dana Desa tahap II;

3. berita acara pemantauan dan evaluasi dari Tim
Pembina Kecamatan;

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II
yang telah disalurkan; dan

5. laporan ...
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S. laporan konvergensi stunting pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa secara lengkap dan
benar, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
dan
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya,;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjjukan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I
yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah
Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II
Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen
persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf
b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

Pasal 19
Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk
kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),
Kepala Desa memenuhi ketentuan:

a. persyaratan ...
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a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku
selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana
Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati
melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan
setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan

keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) masing-masing bulan
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah

Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan

kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) masing-mqgsing bulan
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah

Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada

Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang

diperoleh dari realisasi keluarga penerima manfaat BLT

Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil

pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa

tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

huruf b angka 3, Kepala desa dimaksud kepada Bupati

melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data

realisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4).

Pasal 20 ...
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Pasal 20

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk bulan

berstatus desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan

kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kepala Desa memenuhi
ketentuan:

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) huruf a menyampaikan data jumlah keluarga
penerima manfaaat setiap bulan yang berlaku selama
12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa
kesatu; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan ketujuh masing-masing bulan
disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah

Kabupaten yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan
Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk masing-masing
bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah
Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas
untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati
melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa paling lambat
minggu ketiga bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang
diperoleh dari realisasi keluarga penerima manfaat BLT
Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan
Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati melalui
Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat
dan Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21 ...
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Pasal 21

Dalam hal Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa tidak menyampaikan
dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dan Pasal 18 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,
Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 22
Penyaluran Dana Desa hasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana Thasil
pemotongan Dana Desa.
Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana di
maksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pejabat penandatanganan surat perintah membayar
menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.
Berdasarkan SPM sebagaiman dimaksud pada ayat (3),
KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.
Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama
dengan penerbitan SPP dan SPM.
Berdasarkan hasil penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala Desa  menyampaikan lembar  konfirmasi
penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada
Bupati.
Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D
penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa
kepada Bupati ke RKD melalui Aplikasi OMSPAN.

Pasal 23

Ketentuan mengenai format persyaratan berkas permohonan
penyaluran Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

111.

(1)

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Pemantauan sisa Dana Desa dilakukan untuk
mengetahui:

a. besaran ...
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a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari tahun anggaran
2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang belum
disetorkan oleh Kepala Desa ke RKUD;

b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan
oleh Bupati ke RKUN meliputi :

1. sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan
tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa
ke RKUD; dan

2. sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015
sampai dengan tahun anggaran 2019;

c. besaran sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2019
yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran
pada penyaluran tahap III tahun anggaran 2020; dan

d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.

Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa

tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk

Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran 2021

setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Desa dan

Bupati.

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA

penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa
melalui Aplikasi OMSPAN.

Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, diperhitungkan melalui potongan Dana Alokasi

Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum

selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020,

diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III

Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana

Desa untuk BLT Desa.

Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak

dianggarkan kembali akan  diperhitungkan pada

penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021

setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) tidak

mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada

penyaluran Dana Desa tahap Il Tahun Anggaran 2022.

Pasal 25

Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa dilakukan untuk mengetahui besaran
realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana
Desa.

(1)

Pasal 26
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi untuk
mengetahui:
a. besaran sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Pemantauan ...
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Pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa
Dana Desa di RKD.

Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data
dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam
dalam Aplikasi OMSPAN.

Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
camat.

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten
menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa
yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa,
Bupati dan/atau Camat dapat meminta Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan
pemeriksaan

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui sistem
pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Kepala Desa berkewajiban melaporkan penggunaan Dana
Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui bidang
keuangan dan aset Desa.
Laporan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain:

a. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumya; dan
c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
Tahun anggaran sebelumnya.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu
kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat bulan
mei tahun anggaran berjalan.
Kecamatan menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa softcopy dan hardcopy.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) dapat dihimpun melalui Kecamatan.

(7) Bupati ...
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(7) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian
laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumya dan laporan konvergensi
pencegahan stunting tingkat Desa Tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf c.

Pasal 28
(1) Kepala Desa melakukan pengawasan melekat terhadap
Pelaksana Kegiatan dan kepala urusan keuangan paling
sedikit 4 (empat) bulan sekali.
(2) Aparat pengawas fungsional Daerah  melakukan
pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi,
pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana
Desa secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak
ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana
Desa, Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara
hukum penyalahgunaan Dana Desa.

(2) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati
menyampaikan surat permohonan perhentian penyaluran
Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal Dana Desa yang dihentikan penyalurannya
oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian
penyaluran Dana Desa, tidak dapat disalurkan kembali
ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan Penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud, berhak mendapatkan penyaluran
Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah
periode penghentian Penyaluran Dana Desa.

(3) Dalam ...
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Dalam hal terdapat pencabutan status hukum tersangka,
pemulihan status hukum tersangka, dan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
Bupati menyampaikan Surat permohonan pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa paling lambat tanggal
30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 32
Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran
2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar
50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa setiap tahapan.
Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal
berdasarkan hasil musyawarah Desa/Khusus/
Musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau
tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
Hasil musyawarah Desa Khusus/ Musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
penyaluran Dana Desa dalam aplikasi OMSPAN.

Pasal 33
Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%
(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan
pada tahap II Tahun anggaran 2022.
Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal
berdasarkan  hasil musyawarah  Desa  khusus/
musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
Hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku
KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa
melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana
Desa tahap II pada tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Februari 2021
BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 17

HDANG RUSTANDL S.H.
<IMED NP, 198007152005011015



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DANA DESA TAHUN 2021

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA YANG DIPRIORITASKAN UNTUK
DIBIAYAI DANA DESA.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan
Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan
berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan
saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi
Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa
diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18
(delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desab: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya ...
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Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi
COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021
diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10
(sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi
nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.
10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

1) Desa tanpa kemiskinan;

2) Desa tanpa kelaparan;

3) Desa sehat sejahtera;

4) keterlibatan perempuan Desa;

5 Desa berenergi bersih dan terbarukan;

0) pertumbuhan ekonomi Desa merata;

7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;

8 Desa damai berkeadilan;

9 kemitraan untuk pembangunan Desa; dan

10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan wusaha milik

Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:

a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;

b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;

c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama; dan

d. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove

dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
dan

10) pengolahan sampah.

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan,
dan revitalisasi BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

pembangkit listrik tenaga biodiesel,

pembangkit listrik tenaga matahari;

pembangkit listrik tenaga angin;

instalasi biogas;

jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik
Negara); dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

Mmoo o

0

3. Pengembangan...
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3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

a.

@ o o

pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian,
perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;

pendayagunaan perhutanan sosial;

pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi
produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional

sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pendataan Desa

0 po o

pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

pendataan pada tingkat rukun tetangga;

pendataan pada tingkat keluarga;

pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

a.
b.
c.

penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

a.

pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi
keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan
Transmigrasi;

. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi

Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis
aplikasi digital; dan

pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi
berbasis aplikasi digital meliputi:

1) tower untuk jaringan internet;

2) pengadaan komputer;

3) Smartphone; dan

4) langganan internet.

kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi
informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata

a.

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana Desa wisata;

Promosi ...
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promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis
digital;

c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
d.
e
f.

pengelolaan Desa wisata;

. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan

kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan

a.

b.

Pengembangan  usaha  pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan,;
pembangunan lumbung pangan Desa;

c. pengolahan pasca panen; dan
d.

kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan stunting di Desa

a.

b.

Rembug stunting;

pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa

dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development

Worker (e-HDW);

pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader

posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui

rumah Desa sehat;

memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan

gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

1) kesehatan ibu dan anak;

2) konseling gizi;

3) air bersih dan sanitasi;

4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan
anak; dan

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa
untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam
rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu
hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

a.

P o

kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu:
perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil,
penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin,
dan kelompok rentan lainnya;

. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok

marginal dan rentan;

pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi ...
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D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa dan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Secara Profesional.
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa
meliputi:
1. Desa Aman COVID-19
a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;

b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir
yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan
warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat
pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain;
dan

c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum
dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap
digunakan ketika dibutuhkan.

3) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 termasuk dalam
rangka pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) Mikro Desa paling sedikit sebesar 8% (delapan
persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa
untuk kegiatan penanganan Covid-19 yang merupakan
kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman Covid-19 dan
satuan tugas desa aman Covid-19. Bagi Desa yang yang
memenuhi kriteria Zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Skala Mikro sesuai dengan ketentuan dalam
keputusan Bupati:

a) melaksanakan PPKM Skala Mikro sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b) memastikan Dana Desa Tahun 2021 dapat digunakan untuk
kegiatan PPKM Skala Mikro sesuai dengan kewenangan Desa;

c) melakukan perubahan APB Desa untuk pelaksanaan kegiatan
PPKM Skala Mikro di Desa, Dalam hal telah ditetapkan APB
Desa Tahun Anggaran 2021.

d) Pemerintah Desa agar:

(1) melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan
penanganan pandemi COVID-19;

(2) melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga
masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan Memakai
masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak (3M) serta
membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;

(3) membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan
Testing, Tracing, Treatment (3T) yang dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;

(4) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga
Desa yang telah ada;

(5) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

(6) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai
keperluan;

(7) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan

(8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan
melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan
COVID19 Daerah Kabupaten.

4) mempertahankan...
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4) mempertahankan pos jaga Desa guna:

a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;

b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar

masuk Desa;

c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau;

dan

d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa

yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa
Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
1) ketua: kepala Desa
2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
3) anggota:

a) perangkat Desa;

b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

c) kepala dusun atau yang setara;

d) ketua rukun warga;

e) ketua rukun tetangga;

f) pendamping lokal Desa;

gl pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

h) pendamping Desa sehat;

i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa;

j) bidan Desa;

k) tokoh agama;

) tokoh adat;

m) tokoh masyarakat;

n) karang taruna;

o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan

p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

4) mitra:

a) satuan perlindungan masyarakat (satlinmas);

b) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
(Babinkamtibmas);

c) bintara pembina Desa (Babinsa);

d) pendamping Desa; dan

e) tokoh masyarakat.

5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di
Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan,;

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap,
dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang
berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait
jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun
daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

II. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A Kewenangan Desa
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan
Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Apabila ...
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Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana
Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,
maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1.

Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi

banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas
badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan
secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan
dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1.

2.

ok

Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola
Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur,
Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta
anggota masyarakat marginal lainnya,;

. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen)

dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan
menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari
COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman
antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter,
dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan
dan perkebunan;
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
sayuran dan lain-lain; dan
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan
perkebunan.
b. restoran dan wisata Desa
1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi
wisata.

c. perdagangan ...
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c. perdagangan logistik pangan

1) pemeliharaan bangunan pasar;

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas
Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau
badan wusaha milik Desa bersama kepada produksi yang
menguntungkan di Desa.

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak
untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui
dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui

penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk
difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas
nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana
Desa adalah sebagai berikut:

1.

berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang
ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan
masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk
masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
(PKTD);

. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan

secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada diDesa;
program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan
adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara
partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan...
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Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi
digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk

menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa
dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-
hal sebagai berikut :

a0 op

data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
dokumen RPJMDesa;

program/proyek masuk Desa;

besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan
Desa; dan

kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi
kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

a.

C.

d.

warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana
Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa
melalui berbagai forum diskusi.

tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa
menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk
mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.

masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang
diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam
Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan

disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal
usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi
pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB
Desa.

III. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh

Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat
diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan
partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana ...
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Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat
dilakukan melalui:
baliho;
papan informasi Desa;
media elektronik;
media cetak;
media sosial;
website Desa;
selebaran (leaflet);
pengeras suara di ruang publik; dan
media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

CoNonh b=

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan
mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak
dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online,
dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara
offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

<OHDANG RUSTANDL, S.H.
<MED MP. 198007152005011015




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN,
PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DANA DESA TAHUN 2021

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA DARI CAMAT

TAHAPI
Kop Kecamatan
Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Nomor : B/.../PMD.01/.../2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahap I
Tahun 2021.
Yth. Bupati Sumedang
melalui
Kepala....
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 149

tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dn Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran

dana desa tahap I tahun 2021, untuk desa:

No

Dana Desa Tahap I (40%) Nomor
Desa BLT DD Bulan| Rekening
Non BLT Ke-1 Bank. .e

N[+~

JUMLAH

gk N

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami
lampirkan :

lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan;
Peraturan Desa mengenai APB Desa;

keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa; dan

surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa
dari Kepala Desa.

Demikian ...
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Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap I
tahun 20... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami
ucapkan terima kasih.

B. Format ...
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B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA DARI CAMAT

TAHAP II
Kop Kecamatan
Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Nomor : B/.../PMD.O1/.../2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahap II
Tahun 20...
Yth. Bupati Sumedang
Melalui
Kepala....
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 149
tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dn Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran
Dana Desa tahap II tahun 2021, untuk Desa:

Dana Desa Tahap II (40%) Nomor
No Desa BLT DD Bulan| Rekening
Non BLT Ke-6 Bank...

—

JUMLAH

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-
rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen);
lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan;
berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan; dan
surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa.

H W

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap II tahun

20... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima
kasih.

C. FORMAT ...
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C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA DARI CAMAT

TAHAP III
Kop Kecamatan
Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Nomor : B/.../PMD.O1/.../2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahap III
Tahun 20...
Yth. Bupati Sumedang
Melalui
Kepala....
di
Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... tahun 20...
tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan,
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif
Dana Desa Tahun 2021

Bersama ini kami sampaikan permohonan penyaluran
Dana Desa tahap III tahun 2021, untuk Desa:

Dana Desa Tahap III (20%) Nomor
No Desa BLT DD Bulan| Rekening
Non BLT Ke-11 Bank...

—

JUMLAH

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen);

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun
anggaran sebelumnya;

3. lembar hasil verifikasi dari Tim Pembina Kecamatan; dan

4. berita acara hasil evaluasi Tim Pembina Kecamatan.

Demikian permohonan penyaluran dana desa tahap IIl tahun
20... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan
terima kasih.

D. FORMAT ...



D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DANA DESA

Kop Desa
Nomor :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama e
Jabatan : Kepala Desa ...........

Dengan ini menyatakan:

1 Bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan
belanja yang telah dan/atau akan dibayar sesuai peruntukan yang dananya

bersumber dari Dana Desa sebesar ... % Rp. ... (terbilang ........... ) dan
digunakan langsung sesuai APB Desa, dengan rincian penggunaan Tahap ....
terdiri dari Non BLT Rp. .......... (terbilang ......... ), dan BLT Dana Desa Tahap
..... (terbilang ...........).

2 Bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 20... Tahap ....... , sesuai dengan Peraturan Bupati

Nomor .... Tahun tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan,
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa
Tahun 20...;

3 Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja disimpan sesuai dengan ketentuan
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pengawasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4 Apabila di kemudian hari terjadi kerugian keuangan, saya bersedia

bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dituntut
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-
benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,.......... 20...

Kepala Desa...
Kecamatan...,

Materai Rp....,

E. FORMAT ...
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E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

TAHAP I
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 20...
DESA e
KECAMATAN : ..o,

Berkas Diterima Tanggal ........ccooiiiiiiiiiiiiii e 20...
1. Surat pengantar dari Kepala Desa (Ada / Tidak Ada)*
2. Peraturan Desa mengenai APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
3. Keputusan Camat tentang Evaluasi APB Desa : (Ada / Tidak Ada)*
4. Surat pernyataan tanggung jawab : (Ada / Tidak Ada)*

penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa

laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana : (Ada / Tidak Ada)*
Desa Tahun 20..

* coret yang tidak perlu

v

Sumedang, ................ 20...
Tim Pembina Kecamatan
1. Penanggungjawab 1.
2. Ketua 2.
3. Sekretaris 3.
4. Anggota 4.

F. FORMAT ...
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FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA
DESA TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA
DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 20..

DESA e

KECAMATAN : ..o,
Berkas Diterima Tanggal ........coouviiiiiiiiiii e 20...
1. | Surat pengantar dari Kepala Desa :| (Ada / Tidak Ada)*
2. |laporan realisasi penyerapan dan capaian |:|(Ada / Tidak Ada)*

keluaran Dana Desa tahap [ menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen)

3. | Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan :| (Ada / Tidak Ada)*
Dana Desa dari Kepala Desa

* coret yang tidak perlu

Sumedang, ................ 20...
Tim Pembina Kecamatan
1. Penanggungjawab 1.
2. Ketua 2.
3. Sekretaris 3.
4. Anggota 4.

G. FORMAT ...
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G. FORMAT LEMBAR  VERIFIKASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA
DESA TAHAP III

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA
DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 20...

DESA e

KECAMATAN : ..coiiiiiiiiiinenes
Berkas Diterima Tanggal ........ccooiiiiiiiiiiiiiii e 20...
1. | Surat pengantar dari Kepala Desa :| (Ada / Tidak Ada)*
2. | laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap |: | (Ada / Tidak Ada)*

tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90%
(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar
75% (tujuh puluh lima persen)

3. |laporan konvergensi pencegahan stunting|:|(Ada / Tidak Ada)*
tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya
4. | surat pernyataan tanggung jawab penggunaan :| (Ada / Tidak Ada)*

Dana Desa dari Kepala Desa

* coret yang tidak perlu

Sumedang, ................ 20...
Tim Pembina
Kecamatan
1. Penanggungjawab 1.
2. Ketua 2.
3. Sekretaris 3.
4. Anggota 4.

H. FORMAT ...
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H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kop Kecamatan

BERITA ACARA
Nomor : PMD.01/.../2021

TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
TAHUN .. TAHAP ...

Pada hari ini......... Tanggal .......... bulan ..................l. tahun Dua ribu
....... , kami Tim Pembina Kecamatan ..............., telah melaksanakan
pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Desa
tahun 20... tahap ..... , terhadap Desa ............. Kecamatan Kabupaten

Sumedang Provinsi Jawa Barat, adapun hasilnya sebagai berikut:

A. Laporan Penatausahaan

Kebenaran
No Uraian Kelengkapan Pengisian Ket
Ada|Tidak |Benar| Salah
1| Buku Kas Umum
2 | Buku Kas Pembantu Bank
3 | Buku Kas Pembantu Pajak
4 | Buku Pembantu Panjar Desa
S | Bukti transaksi

B. REALISASI KEGIATAN

Realisasi e
No Bidang Jumlah penyerapan lieal.l:am
Pagu anggaran egol an
Rp) ve)
1. | Bidang Pembangunan Desa
2. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
3 | Dst...

JUMLAH

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian kami siap memperbaiki dan
mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tim Pembina Kecamatan

No Nama Jabatan Tanda tangan
L it e
e e ee ettt
G e e et
Penanggung jawab
Camat.....ccocvevenennn.n.
NIP............

I. FORMAT ...
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[. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

PAGU DESA: Rp. ...

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

TAHAP

PEMERINTAH DESA ....
KECAMATAN ....

KABUPATEN SUMEDANG

TENAGA

VOLUME CARA ANGGARAN | REALISASI SISA | 9% CAPAIAN DURASI | UPAH
NOMOR URAIAN URAIAN KELUARAN | PENGADAAN OUTPUT KERJA . KET
KELUARAN Rp. Rp. Rp. Orang Hari Rp.
1 2 3 2 5 6 7 8 =6-7 9 10 11 12
1. PENDAPATAN
1.2 Pendapatan Transfer

- Tahap pertama
- Tahap Kedua
JUMLAH PENDAPATAN

2. BELANJA BANTUAAN KE DESA A
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1.1 Kegiatan ....

2.1.2 Dst...

2.2 Bidang Pembangunan Desa

2.2.1 Kegiatan ....

2.2.2 Dst...

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Kegiatan ....

23.2 Dst...

2.4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2.4.1 Kegiatan ....

2.4.2 Dst...

2.5 Bidang Tak Terduga

2.5.1 Kegiatan ....

2.5.2 Dst...

JUMLAH BELANJA
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URALAN VOLUME CARA ANGGARAN | REALISASI | SISA | % CAPAIAN ngﬁﬁ‘ DURASI | UPAH | ..
NOMOR URAIAN o\ | KELUARAN | PENGADAAN Rp. Rp. Rp. OUTPUT Orang o Rp.
i 5 3 7 5 6 7 8=6-7 9 10 11 2 13
3.1.2 Penyertaan Modal Desa

- Modal Awal Pengembangan Usaha

- Dst ...
JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH
(PENDAPATAN — BELANJA -
PEMBIAYAAN)

BENDAHARA DESA ....

Disetujui oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA ...
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN
REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELAUARAN DANA DESA

Nomor

Uraian

Kolom 1 diisi dengan kode kode rekening sesuai dengan APBDes

Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa

Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan

Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter

Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola

Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

O 0N O U, WN|—

Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan
dan foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan
anggaran, sebesar 30%;

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Fioto, sebesar 100%

10

Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada
Bidang Pembangunan Desa.

11

Kolom 13 diisi dengan keterangan, missal ; berapa keluaran yang terlaksana (kuantitas)
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J. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :  SUMEDANG
DESA :

KECAMATAN
TAHUN

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN JUMLAH TOTAL IBU HAMIL ANAK 0-23 BULAN
RUMAH TANGGA
1.000 HPK
TOTAL KEK/RESTI TOTAL GIZI KURANG/
GIZI BURUK/ STUNTING
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)
SASARAN JUMLAH TOTAL HIJAU KUNING MERAH
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (NORMAL) (RESIKO STUNTING) | (TERINDIKASI STUNTING)
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN INDIKATOR JUMLAH %
1 | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN
2 | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI
3 | 1BU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI
4 | MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI
IBU HAMIL =511 HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
6 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
1 | ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP
2 | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN
3 | DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN
ANAK USLA | 4 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN LAKI'LART | TOTAL
0-23 BULAN | 5 | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ STUNTING
(0-2 TAHUN) | 6 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8 | ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN
9 | ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR
10 | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)
ANAK 1 | ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%
>2-6 TAHUN

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

JUMLAH INDIKATOR

NO SASARAN YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA

TINGKAT KONVERGENSI

1 IBU HAMIL

2 ANAK 0-23 BULAN

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

TOTAL

NO BIDANG/KEGIATAN ALOKASI DANA

KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING

ALOKASI DANA

% (PERSEN)

1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

K. FORMAT ...




- 14 -

K. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT) .... (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama L e (2)
Jabatan DoBUPAtl s (3)
Alamat PRt (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN ... (5)
Selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat P PP (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran..........c..coeviiiiiiiiiiiniinnnenn. (7)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi kop surat pemberi kuasa
(2) Diisi nama pemberi kuasa
(3) Diisi nama Kabupaten pemberi kuasa
(4) Diisi alamat pemberi kuasa
(5) Diisi nama KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(6) Diisi alamat KPPN wilayah kerja Kabupaten pemberi kuasa
(7) Diisi tahun anggaran berjalan
(8) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
9) Diisi tanda tangan (Bupati)
(10) | Diisi nama penanda tangan(Bupati)
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L. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

Yth. Kepala KPPN Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

di
Tempat
SURAT PENGANTAR
NOMOT...civiviiiiiiiiiiiiiieen, (3)
No. Uraian Jumlah Dokumen Keterangan
1. | Bersama ini disampaikan
dokumen persyaratan 1 berkas Disertai kertas
penyaluran...... (4), dengan rincian kerja (worksheet)
sebagai berikut: penghitungan
2 DO (5) Rincian Dana
b, Setiap Desa dan
c. Dst daftar Rekening
Kas Desa?*)
*) Khusus Tahap I
......................................... (6)
......................................... (7)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi kop surat Perangkat Daerah Kabupaten
(2) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3) Diisi nomor pembuatan surat
(4) Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5) Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan
tahapannya
(6) Diisi jabatan penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(7) Diisi tanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
(8) Diisi nama penanda tangan (kepala Perangkat Daerah Kabupaten)
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M. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI

REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah diterima dari : Kepala Kantor pelayanan perbendaharaan  Negara,

Direktorat Jenderal perbendaharaan

selaku Kuasa

Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa
Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil pemotongan Dana Desa TA
20... Kabupaten ... (1)
Dengan Rincian
TAHAP TANGGAL JUMLAH TERBILANG
DITERIMA (dengan huruf)
(2) (3) (4) (5)
Dana tersebut telah diterima pada :
Nomor ReEKENING & it e (6)
Nama Rekening = 1 o (7)
Nama Bank (8)
Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .........cc.eeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn...
..................... , Tanggal.....c...coeveviienin (9)
............................................................... (10)
Materai | ... .. (11)
Rp. 6.000
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PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa
(2) Diisi tahap penyaluran
(3) Diisi tanggal dana diterima
(4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6) Diisi nomor rekening penerima dana
(7) Diisi nama rekening penerima dana
(8) Diisi nama bank penerima dana
9) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10) | Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11) | Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12) | Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)
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N. FORMAT LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN

20...
LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...
Kegiatan Prioritas Kegiatan Belum Prioritas
Pembangunan Desa
Pelestarian
insi Pemberdayaan Penyelenggaraan :
Provinsi . . Pembinaan
’ Sarana Prasarana Pelayanan Sosial . Lingkungan .
Kabupaten Desa Dasar Usaha Ekonomi Desa Hidup Iglasyarakat Pemerintah Desa Masyarakat
€sa Desa
No | Kecamatan,
Desa Hasil Vol | Bia | | Hasi vol |Bia || 81 1yl |Biaya || 21 |vor|Bia || Hosl vol |Bial | 81 Ivor|Bia | 2 |yo |Bia
Kegiatan ya Kegiatan ya Kegiatan Kegiatan ya Kegiatan ya Kegiatan ya Kegiatan ya
Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas
1 JAWA
BARAT
Kab.
Sumedang
Kec. ...
1 |Desa
Jumlah
Sumedang, .........c.......... 20...

/
A

ADANG RUSTANDI, S.H.

D
YMEDE:

7 £V 4" NIP. 198007152005011015

KEPALA DESA....,

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR



